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NOTA KESEPAHAI\]]AN

ANTARA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TbK

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: l9ilvlOU/DlR/2019
NOMORi B/58/Vi2019

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN, PENEGAKAN HUKUM
DAN JASA LAYANAN PERBANKAN

Pada hari ini Rabu tanggaL delapan buian Me. tahun dua ribu sembilan beLas
bertenrpal Ci Jakarla. !,ang be anda tangan di ba\,vah nl

1 MARYONO, seaKu DIREKTUR UTAMA PT BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero) Tbk dalam hal lni bertindak dalam jabatennya tersebut, dengan
dernik an benvenang uftuk dan aias nana PT BANK TABUNGAN NEGARA
{Persero) Tbk yang dangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapai
unrurn pen,-^gang saharn lahunan Nomor 44 tanggal 17 Matet 2417 dibuat oleh
Notarls Fathlah Hein-ri SH. dengan demlkran sah dan berwenang daam
jabatannya bertindak dan alas narna PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
sesuai Cengan anggaran dasar Perseroan yang telah mengalamr beberapa kall
perubahan terakhrr dubah berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat
umun'r pemegeng sahanr tahunan Nomor 66 tanggal 23 [/]aret 2018 dibuat oleh
Ashoya Ratam S H I\,4 Kn. di Jaka(a Selatan yang telah dileflma
pemberitahuan perubahannya oleh Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia
Repub ik lndonesra berdasarkan surat Nomoi AHU AH.01 03 0158481 tanggal
21 Aar 2418. yang berkedudukan di Jakafta dan berkantor pusat di Jalan
Gajah Mada No i Jakarta 10130 selanjutnya disebut PIHAK PERTAM,A

2 JENDERAL POLISI Prof. H. |UHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D., seiaku
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) berkedudukan di Jalan Trunoloyo 3. Kebayoran Baru.
Jakarta 12110 selanlutnya d sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK



2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. selanjutnya d sebui PARA PIHAK. terleb h

dahu u menerangkan hal sebagai oer kut

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha l\'1 lk Negara yang
menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Perbankan yang salah satu
keg atan usahanya adalah menyediakan ayanan dan lasa perbankan bag
nasabah-nasabahnya

b bahwa PIHAK KEDUA merupakan a ai neEara yang berpe.an daiam
memelrhara keamanan dan ketert ban masyarakat fi'lenegakkan hukum serta
memberikan perlindungan pengayoman dar peayanan kepada rnasyarakai
dalam rangka terpeliharanya keamanaa da am regeri Ce!-i

c bahwa PARA PIHAK te ah menanCatangan Nola Kesepahaman antara
PT Bank Tabungan Negara {Pe!'sero) Tbk dengan Kepol s en Negara Repubi k
lndonesia Nomcr 211MAUlDlRl2A14 dan Nomor: 8/35/)02014 tentang
Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan tanggal 2E Okiabet 2A14.

Dengan memperhalikan peraturar peiundang undangan sebagai berikut

1 Undang-Undang Republ k lndonesla Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraiutan
Hukum P dana (Lembaran Negara Republrk lndonesra Tahun 1958 Nomor 68
Nomor 69 dan Nornor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesa
NonT or 1271

2 Undang-Undang Nomor Repubik lndonesia I Tahun 1981 lentang Hukum
Acara Prdana (Lernbaran Negara Republrk lndonesla Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258)

3. Undang-Undang Republik lndonesra Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Len]baran Negara Repub ik lndonesia Nomor 3472) sebagaimana telah dlubah
dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 lenlang Perbankan (Lembaran Negara
Repubik lndonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesra Nomor 3790),

4. Undang-Undang Republik lndonesra Nornor B Tahun 1995 tentang Pasar l\/lodal
(Lemb,aran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608):

5. Undang Undang Republlk lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 lentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republ k lndonesa Tahun 2001 Nomor 134.
Tambahan Lembaran Negara Repub ik lndonesia Nomor 4150);

6 Undang-Undang Nomor RepubLik lndonesia 2 Tah,un 2oo2 tentang Kepolisian
Negara Republ k lndonesia (Lenibaran Negara Repubirk lndonesra Tahun 2002
Nornor 2 Tanrbahan Lembaran Negara Repub ik lndonesra Nomor 4168):

7 Undang-Undang ...
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Undar-rg-Undang Repubi k lndonesia Nomcr 17 Tahun 20C: ie:ianE Keuangar
Negara (Lembaran Negara Repub k lndonesla Tahur 2!"3 Noflor 47
Tambahan Lembaran Negara Repub lk lnciones a Non]o'4266

Undang-Undang Republik lndonesia Nonror 19 Tahur 2003 teniang Badan
Usaha lvlilik Negara (Lembaran Negara RepL,rbL k lndones a Tallun 2CC3 Nomor
70, Tambahan LeTnbaran Negara Repubi ( l.dcn:s a Nof'cf .i29r l

Undang-Undang Republ k lnConesia Norrcr I TanLrn 23C4 ieniang
Perbendaharaan Negara ilen'rbaran Negara Repub k ndones a Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negafa Re!"bl k lncotes a Nori'lor 4355.

Undang-Undang Repub k indonesra Non.oi 4a Tal.r 200r ieniang Perse.oan
Terbatas (Lembarar Negara Repub k lrqcresra Tahur 2007 Nomor 106
Tarnbahan Lembarari Negara Repub ik lndones,a Ncr'ror 4i561

Undang-Undang Repub k indonesia Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan
Publ k (Ler0baran Neqara Repubik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lemba:an Ne-qara Republik lndones a Nomof 5033):

Undang-Undang Repub ik lndonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pernberantasan Tindak Pidana Pencucan Uang (Lembaran Negara
Repubrk lndonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara
Repub lk lndonesla 5164)

Peraturan Pemerntah Republrk lndonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penyesuaian Beniuk Hukum Bank Tabungan Negara l\,4enladi Perusahaan
Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992
Nomor 41),

Peraturan Pemerintah Repub ik lndonesra Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan l\4enten Keuangan pada
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umurn (Perum), dan
Perusahaan Jawatan (Perja) kepada Menteri Negara Badan Usaha lvlllik
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor 4305)

Peraturan Perneflntah Republik lndonesra Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 2008
Nomor 158 Tambahan Lernbaran Negara Repub ik lndonesia Nonror 4910)i

Peraturan Peme[iniah Repub ik lndonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republlk lndonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nor0or 5423),

Peraturan Pemerinlah Repub ik lndonesla Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenrs
dan Tanf Atas Jenis Penermaan Negara Bukan Palak (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 263 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones a 5960)

17.

1B Peraturan
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18 Peiaiuran Kepa a Kepc s an Negara Repub ik lndones a Nomor 24 Tahun 2007
teniang S siel,.'] l,y'anajemen Pengan'ranan O.canrsasl Perusahaan Can/alaLr

lnstans /Lembaga Pemet ntah

'19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repub ik lndonesia Nornot 1,4 lanun 2412
teniang l\,/Ianajemen Penyidikan TLndak Prdane

20. Peraturan Kepala Kepol:sran Nega,a RepLrb ( lnoonesra Ncncr i2 Tahlr.20'14
tentang Panduan Penyusunan Keala Seita Kepci:slan Nega.a Repubik
lndonesla:

21 Peraturan Kepala Kepollslan NeEara Reo.!' ( lnacnes e Ncn c. i 3 Tahun 2C17

tentang Pemberian Baniuar Pe.gemanan laca ODlek V ia Nas oiiai dan Ocjek
Teatenirl

22 Pe?lurao l!4ent-^f Keuangan Nornor 57/Pi,4K.05/2007 tentang Pengelolaan
Rekenlng lvlillk Kemenlerian Negara,/Lembaga/Kantor/Satuan Kerla. dan

23 Peraiure.] N4erter Keuangan NonTor 190iPl,4KC5/2012 tentang Tata Cara
Pembayafan Ca am Rangka Pe aksanaan Anggaran Pendapatan Can Be anla
Negara

Berdasarkan hal tersebut di aias PARA PIHAK sepakat untuk melanlutkan kefia
sema da an.r rangka bantuan pengamanan penegakan hukurn. dan lasa ayanan
perbankan me a u Nota Kesepahaman ni, dengan rnenyatakan sebaga ber kut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) [,4aksud dan Nota Kesepaharnan ini sebaga pedoman bagi PARA PIHAK
dalam rangka bantuan pengamanan. penegakan hukum dan jasa layanan
perbankan

(2) Tujuan darl Nota Kesepahaman lnr untuk mewujudkan kerja sama yang srnerg s
dalam rangka bantuan pengan'ranan penegakan hukum dan jasa layanan
perbankan

BAB II , ,,,
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lngkup Nota Kesepahaman ni rneliputi

a peroe d.] AdId Oa- a.au -'O' o>

b pernanfaaian jasa layanan perbankan

c. bantuan pengamanan

d. penegakan hukunr

e pemanfaatan saTana dan prasarana dan

' pe-',i9.d:d Loo€j-d:<.'l?' )ara'a'.3a

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pemberian Data dan/atau lnformasi

Pasal 3

(1j PARA PIHAK dapat saing r.e.nberl data dan/atau infcrmasr bark secara
.manLra, maupun e e(ircnrk oa aan rangka bantuan pengamanaa penegakan
hukUn' dan lasa eyanan perbankar sesuai dengan peraturan perun0ang
undangan

(2) Dalam stuas tenentu periukaran data dan/atau nformasi sebagaimana
dir,-raksuC oaca ayai (1) dapat drlakukan secara I san dan Ciirndak anjuti secara
iert:l s

(3) PARA PIHAK wa1 b rnenlaga kerahasraan, keutuhan. kelengkapan dan valrd tas
daia oan/alau rnformasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
tidak dapat diber kan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis
PARA PIHAK.

Bagian . ..
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Bagian Kedua
Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA memanfaatkan fasllitas perbankan dari PIHAK PERTAMA

(2) Fas litas perbankan sebaga mana drn'raksud pada ayai l 1) meiputi:

a. pengelolaan operas onal keuangan bark da am bentuk tabungan g]lo dan
depositoi

b fasilitas kred t dan/atau pemb ayaan Program Sejuta Run'rah bagr anggota
Polr dan

c jasa dan layanan perbankan.

Bagian Ketiga
Bantuan Penqamanan

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA dapal merninta bantuan pengamanan kepada
PIHAK KEDUA baik pengar.ranan tedutup maupun pengarnanan terbuka
ierraqap setap ancama oan gangguan yang me[0bahayakan keangsungan
berfungs nya aset dan/a:au operasional PIHAK PERTAMA. disampakan
melalu pernrlnlaan teftu s

(2) Bantuan pengamanan lertutup sebagairnana dirfaksud pada ayat (1), meliputl
penyel d kan peirgamanaa dar pengga angan

(3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meipuii
jasa pengamanaf aan/atau jasa manajemen sistem pengamanan

(4) Dalam sLtuasi terlentu bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada
a"lat i'i) dapal dmniakansecaTa rsan dan ditindaklanjuti secara tertulis

Bagian Keempat
Penegakan Hukum

Pasal 6

(1 I PIHAK PERTA|\rlA melaporkan adanya dugaan iindak pldana d wilayah
kerjanya kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA rnen ndak anjuti laporan sebagalmana dimaksucl pada ayat (1)
atau Tfenerma aporan pengaduan dar masyarakat serta ternuan dengan
me akukan t ndakan penyelidrkan dan penyid kan.

(2) PIHAK KEDUA waj b menyampaikan Surat Peribertahuan Perkembangan
Has I Penyidikan (SP2HP) kepada PIHAK PERTAMA atau pelapor.

Bagian
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Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat memanfaatkan sarana ptasarana daiam
rangka banluan pengarnanan, penegakkan llukurn Can Lasa ra) enan pel-bani an

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lvlanusia

Pasal I

(1) PARA PIHAK secara bersama-sama dacat ire a(Lrkar-r Peflngkaian Kapas tas
Sumber Daya lrlanusla

(2) Penlngkatan Kapastas Sumber Daya lvlanusia sebagarmana dimaksud pada
ayat i1l d aksanakai.. cengan menyeenggafaKan penddikan dar-r pelalhan
lckakarye sem nai dan Focus Grcup Drsclrssic,, |FGD)

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

PARA PIHAK secara bersama-sama me aksanakan sosialisasL Nota Kesepahaman
ni, kepada

a Pegawai dan Manajemen PT Bank Tabungen Negara (Persero) Tbk dan

b Pegawai Negeri pacla Polri ierdiri dari anggoia Polr dan Aparaiur Slpi Negara
(ASN),

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh
PARA PIHAK dengan rnenunjuk wakrl-wakiinya sebagai benkui

a. PIHAK PERTAMA menunluk Cannerctal Fundng & Serwces D/vrsro, (CMFD),
Retail Funding and Persanal Lending Division (RFPD). A/o, StJbsidized
Maigage Lending Divrsirn (NSLD) dan Subs/drzed Martgage Lending Divisian
(SMD) dan

b. PIHAK KEDUA menunjuk Asisten Kapolri B dang Operasi (Asops Kapo r )

BAB VI , ,..
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BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) PARA PIHAK meakukan monLtoflng dan evaiuasi atas peaksanaan
Nota Kesepahaman n secara berkaa palng sedkt T isatul kai dalan"t

setahun.

(2) Pelaksanaan monltoring dan evaluasi sebagaimana dmaksud pada ayat (1)

di akukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

TINDAK LANJ UT

Pasal 12

(1) Ncta Kesepahar0an ni diiirdakanjut oeh PARA PIHAK dengan Tnenyusun
PedcBran Kerja/Pefjanj an Kera Sarna yarg firerlpakan satu kesaiuan daf
bagen yang t:dak terpsahkan dar Nota Kesepahaman r'r serta nrembeniuk
Tim Pokla.

(2) Trm Pokja sebagairnana dimaksud pada ayai (1) beranggotakan perwaki an
PARA PIHAK

(2) Pedoman Kerja/Perjanjian Kerja Sama sebagarmana drmaksud pada ayat (1).
diselesaikan paiing lambat 3 (iiga) bulan setelah drtandatanganinya Nota
Kesepahaman ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya dalarn pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada
PARA PIHAK secara propors onal

BAB IX .,,,,



Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabrla di kemud an hari terjadi perbedaan penafsrran dalam peiaksanaan Nota
Kesepahaman ini. akan drselesarkan oleh PARA PIHAK secara inusyawarah untuk
mufakat.

(1)

12)

(1)

(3)

I

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

Ha yang belum d atur atau terjad nya perubahan ladendum) dalari Nota
Kesepahaman inl dapat d tentukan ke.nudian oieh PARA PIHAK dan
rnerupakan bagian yang trdak terpisahkan dar Nota Kesepahaman

Perubahan (adendurnt terhadap Nota Kesepahanran rnr dilakukan atas dasat
persetuluan PARA PIHAK

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 16

Nota Kesepahaman rni berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tangga
ditandatangani o eh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ieriebh dahulu dilakukan
koordrnas selambat-lambatnya 3 (tiga) buian sebelum berakhir masa
berlakunya Nota Kesepahaman ini

Nota Kesepahaman in dapat dlakhiri sebelum jangka waktu sebagarmana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhlrl
Noia Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis
kepada P hak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

(2)

Pasal l7

Nota Kesepahanran antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan
Kepolisian Negara Republlk lndonesia Nomor 24:MOUlDlRl2Ol4 dan Nomor.
Bl35lxl2014 tanggal 28 Aklabet 2414 tentang Pemanfaaian Produk dan Jasa
Layanan Perbankan dinyalakan tidak berlaku sejak ditandatanganL Nota
Kesepahaman inL

BAB X
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BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Nota Kesepahaman in: dibuat dan ditandatangani pada har tangga. bulan dan
tahun sebaganiana disebutkan pada alva Nota Kesepahaman dalam rangkap
2 (dua) asll masing-.nasing bermetera cukup dan n.rempunyaL kekuaian hukum yang
sama setelah ditandatangan oleh PARA PIHAK.

PERTAi],1A.

MARYONO

ffi KEDUA,


